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Revist UU Otsus Papua Bisa Capai 20 Pasal

PANITIA Ehusus (Pansus)
revisl Undang-Undang Ko
2172001 tentang Otonomi
Blusus (Otsus) Papus DIR-RI
menyehutkan kemungkinan
adanya lebih dari 20 pasal (U
tersebut vang hakal direvisi,
Hal ind, ungkap Ketua Pansus
Komarudin Watahun, sebagal
upaya mewnjudkan aspirasi
para pemanghu kepentingan
khususnya rakyat Papua yang
mendesak dilakukan peru-
hahan komprehensif terhadap
U Citeus. “Mernurut ketentuan
LY Wi TEEE0LT tentang Pem
heatukan Peraturan Petun
dang- undangan, perubahan it
sepanjang tak Jebh dav 305,
herartt perubahan leblh dary
20 pasal tidak apa-apa,” wjar
Kumarudin ketiki dihubungt,
kermarin.

T menjelaskin, awalnya
pemerintab hanya mengusul-

"Daripada ribut:
ribut di media lebih
baik mengujike
MK, Negara sudah
mempersiapkan
lembaga yang
mengurusl

Itu secara
konstitusional”

Komarudin Watubun
Fetia Pansus

b dia pasal dakam UL Otsus
itk diubah, yakn Pasal 34
Lenting D Otsus, dan Pasal
70 tentang Pemekaran Wils-
ittt Samun, DPR berpendapat
hirus ada perubahan yang
menyentuh persoalan imple-

mertist dani otsus selama 20
lahun terakhir, Karenanya,
leritng Ramarudin, kesimpulin
ript beesamia antira DPR dan
penmerintah, memalimi situs
varp berkembangdan revisiti-
dak hanya dua pasal.Adapun
muatan pasal-pasal yang akan
diusulkan untuk direvisi se-
lain du pasal yang disepakati
magih akan dibahas kembal:
dalam rapat kerja pada Kamis
{24/6] pekan depan.

la menjelaskan, Pansus dan
pemarintah juga akan mene-
v ciaftar nentants masalah
(M dars setnbilan fraksl di
TIPR, vang [eninga piena aspl
(sl mastngmasing, Pasal kain
yang lpertimbangkan kot dice
visi, merurutnga terkail uniuk
mempercepl ujuan olsus,

Kumarudin menegaskan,
pihiakiya tetap membihas
rivisl meskipur Mijels Rakyal

Papua (MBP) dan Majelis
Rakyat Fapua Barat (MRPB)
ieng] ukan ugatan ujimaterd
ertadip UL tersebul ke Mah-
karmah Ronstitus (ME) Na-
mun demikian, dirinya menilal
langkih MEP dan MEFE meng-
djukan permohonan pugatan
dianggap tepat sebib melalud
jalur konstitusional. “Daripada
ribut-ribut di madia lebih haik
mengiji ke MK, Kegara sudah
mempersiapkan lembaga yang
MATEIrusl it secara konstitn-
sinmal.” wjarnyi.

Sebelurnnya, MRF diin MRPT
mendafrarkan permehonan
senghera kewenangan lembaga
tegara soal peribahan kedua
UL Cnstis e MK, Thm kuasa o
kurn MRE dan MRPE, Baor Sia-
gian, mengatakan pemerintah
melikukin pembahisin revis
U1 s tanpa melibatkin o-
rimg asli Fapa, (nd P-3)


http://www.tcpdf.org

